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PENGADILAN AGAA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor :W3-A9/51/HK.05/1/2021

TENTANG

PEDOMAN STANDARISASI
BERITA ACARA SIDANG DAN PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a. Bahwa pemanfaatan Format Berita Acara Sidang dan Putusan/Penetapan telah dirumuskan dalam
Pengesahan Naskah Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan format Putusan oleh
Mahkamah Agung RI;

b. Bahwa untuk memudahkan serta mensingkronkan pembuatan Berita Acara Sidang dan
Putusan/Penetapan bagi Panitera / Panitera Pengganti serta Hakim pada Pengadilan Agama Muara
Labuh;

1.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/I11/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretaris mahkamah Agung Republik Indonesia;

4.  PeraturanPresiden RI. Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :007/DJA.3/SK/KU/IV/ 2013, tanggal 29 April
2013.

6.  Surat pengesahan Naskah Tentang Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format
Putusan tanggal 17 Desember 2013;

7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.3;

8.  Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

9.  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan.

10. Pedoman Penyusunan Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama yang
dikeluaran Dirjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PEDOMAN
STANDARISASI BERITA ACARA SIDANG DAN PUTUSAN/ PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021.

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor: W3-A9/82/Kp.04.5/ 1/2020,
tanggal 02 Januari 2020 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor : W3-
A9/51/Kp.04.5/1/2021, tanggal 04 Januari 2021.

Memerintahkan kepada seluruh Panitera/Panitera Pengganti dan para Hakim untuk mempedomani
Format pembuatan Berita Acara Sidang dan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen. Badan
Peradilan Agama tersebut dalam Pembuatan Berita Acara Sidang dan Putusan / Penetapan di Pengadilan
Agama Muara labuh.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk di indahkan dan dilaksanakan .

"Ag., M.Sy.
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